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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian 
pembiayaan murabahah di BPR syariah Tanggamus, kemudian menganalisis 
kesesuaian antara praktik pembiayaan tersebut dengan fatwa DSN-MUI. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang 
dilakukan oleh DPS dalam memenuhi sharia compliance pada pembiayaan 
murabahah di BPR syariah Tanggamus. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penentuan sampel pada penelitian ini 
yaitu berdasarkan non probability sampling dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 
observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data primer yang 
diperoleh langsung dari informan yang diwawancarai, sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui berbagai data dari buku, jurnal, situs website resmi bank, serta 
arsip bank yang diizinkan untuk ditelaah dan dipublikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pemberian pembiayaan 
murabahah di BPRS Tanggamus diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh 
nasabah, dilanjutkan dengan pemenuhan persyaratan, kemudian bank akan 
melakukan survei. Setelah survei dan pengajuan pembiayaan diterima oleh bank, 
maka bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan. Setelah terjadinya akad 
pembiayaan, maka akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 
Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPR syariah Tanggamus masih 
terdapat praktik yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI, yaitu pengikatan 
akad murabahah dan akad wakalah yang dilakukan dalam satu waktu, sehingga 
pada saat murabahah terjadi barang objek murabahah belum dimiliki oleh BPRS 
secara prinsip. 
Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam memenuhi sharia 
compliance pada pembiayaan murabahah di BPR syariah Tanggamus dilakukan 
dengan meminta laporan kepada Direksi mengenai pelaksanaan pembiayaan dan 
memeriksa dokumen beberapa nasabah terkait transaksi pembiayaan yang telah 
direalisasikan minimal 1 kali dalam 1 bulan sehingga dapat diketahui pemenuhan 
terhadap prinsip syariah pada pemberian pembiayaan murabahah tersebut.  
 











$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9 $ Î/ Hω Î) βr& šχθä3s? 
¸οt≈ pgÏB  tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθ è=çF ø)s? öΝä3|¡ àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪   
 
 “Wahai vorang-orang vyang vberiman, vjanganlah vkamuvmemakan vharta sesamamu 
dengan jalan yang bathil (tidak benar), vkecuali vdalam perdagangan vyang berlaku 
atas dasar suka sama suka diantara kamu. vDan vjanganlah vkamuvmembunuh 






Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk dan 
pertolongan-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 
Tidak lupa shalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, semoga 
Syafa’at Beliau selalu menyertai dunia dan akhirat, Aamiin. Dengan segenap 
kerendahan hati dan rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orangtua penulis, Bapak Pujiarso (Alm.) dan Ibu Karsi, yang selalu 
memberikan dukungan, semangat, cinta kasih dan nasehat serta doa yang 
tiada henti di setiap waktu. Berkat doa dan ridho beliau lah skripsi ini 
dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan 
menyayangi kedua orangtua penulis sebagaimana mereka menyayangi 
kami putra-putrinya. 
2. Kakak Surahman Suyut dan adikku Dewi Lestari, terimakasih selalu 
menguatkan dan memberi semangat. 






Penulis dilahirkan di Padang Ratu, Lampung Tengah pada tanggal 10 
Februari 1998, sebagai anak ke dua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak 
Pujiarso (Alm.) dan Ibu Karsi. Penulis memiliki 1 orang kakak laki-laki yang 
bernama Surahman Suyut dan 1 orang adik perempuan yang bernama Dewi 
Lestari.  
Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari jenjang Sekolah Dasar 
di SDN 1 Pagar Bukit, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat dan lulus 
pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama 
di SMPN 3 Bangkunat Belimbing, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir 
Barat dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke 
jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Ngambur, Kecamatan 
Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang 
sama penulis tercatat sebagai mahasiswa program studi Perbankan Syariah 







Syukur Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Sharia Compliance Pada 
Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Tanggamus)” 
Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 
Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia. 
Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk dan mendapat 
syafaat kelak di yaumil akhir. 
Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan 
untuk melengkapi syarat kelulusan Program studi Strata satu (S1) Perbankan 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
Tugas Akhir ini dapat tersusun atas bantuan berbagai pihak, untuk itu pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Dan Binis Islam UIN Raden Intan Lampung . 
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku ketua program studi Perbankan 
Syariah yang senantiasa memotivasi dan memberikan dukungan dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
x 
 
3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I selaku pembimbing akademik I yang telah 
memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam proses 
penulisan skripsi ini.  
4. Bapak Fatih Fuadi, M.S.I selaku pembimbing akademik II yang telah 
mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 
Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada 
penulis selama penulis berada di bangku perkuliahan. 
6. Bapak /Ibu Civitas Akademik dan staf pegawai Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 
7. Bapak Falachi Fadholi, S.E., selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) yang telah memberikan izin penelitian serta 
segenap pegawai yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis 
butuhkan dalam penulisan skripsi ini. 
8. Sahabat-Sahabat penulis, Siti Nur Rodiah S.E., Selvira Yanitia, S.E., Eka 
Septiana, S.E., Alivia Putri Kurnia, S.E., Fiska Arisya, S.E., Beti Evaluni, 
S.E., yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi 
ini. 
9. Kakak-kakak dan rekan-rekan bakti Racana Raden Imba Kesuma Ratu dan 
Putri Sinar Alam, Pangkalan UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah 
banyak memberi ilmu dan mencontohkan arti kekeluargaan. 
10. Sahabat-sahabat KKN 90, Pekon Banding Agung Kecamatan 
Talangpadang Kabupaten Tanggamus, Ayu Irma Fitriani, Neneng Puspita 
xi 
 
Sari, Agustina Nur Hayati, Rury Mauliana, Sella Indah Juwita, Gishella 
Febionika, Gita Nur Jannah, Aumia Roza, Gesca Fentika, Yogi Mandala 
Saputra, Muhammad Nando Wahid, Rakha, Andi Firnando, terimakasih 
telah menjadi keluarga baru yang baik. 
11. Sahabat seperjuangan Perbankan Syariah 2016 khususnya kelas C, yang 
selalu bersama dalam proses belajar di bangku pekuliahan. 
Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam 
ukhuwah Islamiyah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu 
dan dana yang dimiliki, untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan 
masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, 
diharapkan karya tulis ini dapat menjadi sumbangsih manfaat yang cukup 
berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu 
ekonomi Islam. 









HALAMAN JUDUL ..................................................................................i 
ABSTRAK ..................................................................................................ii 
SURAT PERNYATAAN ...........................................................................iii 
LEMBAR PERSETUJUAN ......................................................................iv 
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................v 
MOTTO ......................................................................................................vi 
PERSEMBAHAN ......................................................................................vii 
RIWAYAT HIDUP ....................................................................................viii 
KATA PENGANTAR ................................................................................ix 
DAFTAR ISI ...............................................................................................xii 
DAFTAR TABEL ......................................................................................xv 
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................xvi 
DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................xvii 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul ........................................................................ 1 
B. Alasan Memilih Judul ............................................................... 2 
C. Latar Belakang .......................................................................... 4 
D. Fokus Penelitian ........................................................................ 11 
E. Rumusan Masalah ..................................................................... 12 
F. Tujuan Penelitian ...................................................................... 13 
G. Signifikansi Penelitian .............................................................. 13 
H. Metode Penelitian...................................................................... 15 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Pembiayaan ............................................................................... 23 
1. Pengertian Pembiayaan ...................................................... 23 
2. Tujuan Pembiayaan ............................................................ 24 
3. Jenis-jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan....... 25 
xiii 
 
B. Pembiayan Murabahah .............................................................. 26 
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah ................................... 26 
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah........................ 28 
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah ....................... 31 
4. Ketentuan Murabahah ........................................................ 33 
5. Skema Murabahah.............................................................. 39 
6. Praktik Pembiayaan Murabahah di Indonesia .................... 41 
7. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah ..... 44 
C. Sharia Compliance (Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah) ..... 48 
1. Pengertian Sharia Compliance........................................... 48 
2. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Sharia Compliance ........... 49 
3. Ketentuan Sharia Compliance ........................................... 52 
D. Dewan Pengawas Syariah ......................................................... 53 
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah ................................ 53 
2. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah ................ 54 
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan- 
Pengawas Syariah .............................................................. 55 
E. Tinjauan Pustaka ....................................................................... 56 
F. Kerangka Pemikiran .................................................................. 60 
 
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .......................................... 62 
1. Profil Perusahaan ................................................................ 62 
2. Sejarah BPR Syariah Tanggamus ....................................... 62 
3. Visi, Misi, dan Motto BPR Syariah Tanggamus ................. 65 
4. Permodalan .......................................................................... 65 
5. Maksud dan Tujuan Pendirian BPRS Tanggamus .............. 66 
6. Susunan Pengurus BPR Syariah Tanggamus ...................... 67 
7. Struktur Organisasi BPR Syariah Tanggamus .................... 67 




B. Deskripsi Data Penelitian .......................................................... 73 
1. Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Tanggamus ........ 73 
2. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah di- 
BPR Syariah Tanggamus .................................................... 77 
3. Implementasi Sharia Compliance Pada Mekanisme- 
Pemberian Pembiayaan Murabahah .................................... 89 
4. Pengawasan Yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah- 
Dalam Memenuhi Sharia Compliance Pada Pembiayaan- 
Murabahah........................................................................... 98 
 
BAB IV ANALISIS DATA 
A. Analisis Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah di- 
BPR Syariah Tanggamus .......................................................... 102 
B. Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Mekanisme- 
Pemberian Pembiayaan Murabahah .......................................... 105 
C. Analisis Pengawasan Yang Dilakukan Dewan Pengawas- 
Syariah Dalam Memenuhi Sharia Compliance Pada-  
Pembiayaan Murabahah ............................................................ 115 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan .................................................................................. 119 











Tabel 1.1 : Komposisi Pembiayaan BPRS Tahun 2017-2019 .............................. 6 






Gambar 2.1 : Skema Murabahah ........................................................................... 39 
Gambar 2.2 : Kerangka Pikir ................................................................................ 60 
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi.......................................................................... 68 






Lampiran 1 : Surat Riset 
Lampiran 2 : Blanko Konsultasi 
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara  
Lampiran 4 : Standard Operational Prosedure (SOP) Pembiayaan Murabahah 








A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari 
kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari judul ini, 
maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan 
judul dalam penelitian ini, yang peneliti angkat dalam skripsi yang 
berjudul “Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pemberian 
Pembiayaan Murabahah Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Tanggamus”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 
adalah: 
1. Analisis adalah cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian 
secara sistematis terhadap sesuatu yakni untuk menentukan bagian, 
hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.
1
 
2. Sharia Compliance atau kepatuhan syariah merupakan penerapan 
prinsip-prinsip Islam, syariah dan aturan-aturannya terkait transaksi 
keuangan dan perbankan serta bisnis lain.
2
 
3. Pembiayaan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998  tentang 
perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, 
bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di 
persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
                                                          
 
1
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 
h. 244. 
2
 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang: Aztera Publisher, 
2009), h. 2. 
2 
  
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3
 
4. Murabahah adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan 
yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini pihak 
bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank 
memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
4
 
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk 
mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan murabahah 
dan implementasi sharia compliance pada pembiayaan murabahah serta 
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam 
memenuhi kepatuhan syariah (sharia compliance) di bank pembiayaan 
rakyat syariah Tanggamus yang kemudian dianalisis kesesuaiannya 
dengan peraturan regulasi yang berwenang. 
 
B. Alasan Memilih Judul 




                                                          
3
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (12). 
4
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah Cetakan ke 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2015), h.29. 
3 
  
1. Alasan Objektif 
Penelitian ini di dasarkan pada fenomena pembiayaan yang 
sedang diminati oleh kebanyakan masyarakat dan terus menerus di 
promosikan oleh lembaga keuangan yaitu pembiayaan murabahah, 
namun banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang 
implementasi akad pada lembaga keuangan syariah sehingga masih 
terdapat anggapan bahwa lembaga keuangan syariah tidak jauh 
berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk itu penulis 
ingin meneliti tentang kepatuhan syariah (sharia compliance) pada 
mekanisme pemberian pembiayaan murabahah di BPRS Tanggamus. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pokok pembahasan pada penelitian ini sesuai dengan bidang 
keilmuan yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
b. Penulis meyakini dapat menyelesaikan penelitian ini karena 
ketersediaannya literatur dan sumber-sumber serta data-data yang 
berkaitan dengan penelitian ini, tersedia di perpustakaan, jurnal, 
dan artikel. 
c. Penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan 
murabahah di BPRS Tanggamus dan apakah BPRS Tanggamus 
telah melaksanakan sharia compliance atau kepatuhan syariah pada 
4 
  
mekanisme pemberian pembiayaan murabahah tersebut atau 
belum. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup 
bermasyarakat, saling membutuhkan manusia lain untuk bersama-sama, 
berhubungan satu sama lain, dan saling memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pergaulan hidup antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
disebut dengan muamalah,
5
 yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan 
dan fungsi lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi 
keuangan antara seseorang yang kelebihan dana dengan orang yang 
kekurangan dana. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap 
perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, 
menyalurkan dana atau kedua-dua nya.
6
 Sesuai dengan sistem keuangan 
yang ada, dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk 
lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga 
keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik 
dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta 
tanggungjawabnya. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu 
mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam.
7
 Dengan adanya 
lembaga keuangan syariah, agar membantu menciptakan kemudahan bagi 
                                                          
 
5
 Syarafuddin, dkk, Studi Islam 2 (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar 
Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyahan UMS, 2006), h. 137. 
6
 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Cetakan ke-11 (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2012), h. 2. 
7
 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua, (Jakarta: 
Kencana, 2010), h. 29. 
5 
  
masyarakat Islam untuk bertransaksi sesuai dengan tuntunan syariah tanpa 
riba. 
Lembaga keuangan terbagi menjadi 2 yaitu bank dan non bank, 
dimana bank menurut Kasmir, merupakan lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. 
Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang 
(kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.
8
 Berdasarkan prinsipnya, 
jenis bank di Indonesia terbagi dalam dua jenis bank yaitu bank 
konvensional dan bank syariah. Bank syariah sendiri adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 
jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat 
syariah,
9
 yang dalam hal ini bank pembiayaan rakyat syariah yang 
selanjutnya disebut BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10
 
Dalam kegiatan operasionalnya, bank pembiayaan rakyat syariah 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk pembiayaan menggunakan prinsip jual beli dan 
bagi hasil. Produk bank pembiayaan rakyat syariah direalisasikan dalam 
bentuk beberapa akad, namun pembiayaan dengan skema murabahah lah 
yang paling sering digunakan dan lebih unggul diantara produk-produk 
pembiayaan syariah lainnya, karena pembiayaan murabahah adalah 
                                                          
8
 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan...., h. 24. 
9
 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah Pasal 1 Ayat (7). 
 
10




pembiayaan yang paling aman dan minim resiko disamping proses dan 
praktiknya yang juga lebih mudah.
11
 Berikut merupakan data komposisi 
pembiayaan yang disalurkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah dalam 
tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini: 
Tabel 1.1 
Data Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2017-2019 
 
Pembiayaan 
Periode Tahun dan Total Pembiayaan 
2017 2018 2019 
Mudharabah 124.497.000 180.956.000 240.606.000 
Musyarakah 776.696.000 837.915.000 1.121.004.000 
Murabahah 5.904.751.000 6.940.379.000 7.457.774.000 
Salam 0  0 0 
Istishna 21.426.000 35.387.000 67.178.000 
Ijarah 22.316.000 46.579.000 41.508.000 
Qardh 189.866.000 185.360.000 176.856.000 
Multijasa 724.398.000 857.890.000 838.394.000 
 Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2019 
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistik 
perbankan syariah pada Desember 2019 yang dituangkan dalam tabel 
diatas, dapat diketahui bahwa dalam penyaluran pembiayaan pada bank 
pembiayaan rakyat syariah di Indonesia masih didominasi oleh 
pembiayaan murabahah. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya dominasi 
pembiayaan pula yang dilaksanakan oleh bank pembiayaan rakyat syariah 
di seluruh Indonesia, tidak terkecuali bank pembiayaan rakyat syariah 
Tanggamus. Pembiayaan yang ada pada BPRS Tanggamus diantaranya 
yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah multi 
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jasa, namun diantara produk pembiayaan yang ada, produk murabahah 
merupakan produk yang paling banyak diminati oleh nasabah. Pelaksanaan 
penyaluran pembiayaan murabahah di BPRS Tanggamus dalam kurun 
waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019 terus 
mengalami kenaikan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 
Tabel 1.2 
Data Nasabah Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Tanggamus 
Tahun 2017-2019 
 
Nama Produk Tahun 
Jumlah 
Nasabah 
Pembiayaan Murabahah PNS 
dan Sertifikasi Guru 
2017 650 Nasabah 
2018 690 Nasabah 
2019 704 Nasabah 
Sumber: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus 
Sebagai hasil dari keyakinan masyarakat yang beragama Islam, 
bank pembiayaan rakyat syariah menunjukkan kekhasannya dengan 
menonjolkan sitem bagi hasil dan tidak adanya unsur riba dalam 
pelaksanaannya. Hal ini tentunya sesuai dengan aturan yang ada dalam 
Islam (Al-Qur’an dan As-Sunnah), bahwasannya riba adalah sesuatu yang 
harus dijauhi, karena orang Muslim dilarang untuk bertransaksi yang 
mengandung riba. Salah satu ayat dalam Al-Qur’an yang melarang adanya 
riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “…dan Allah 
SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”... 
Dalam pelaksanaan praktiknya, bank pembiayaan rakyat syariah 
memang berusaha untuk menghindari praktik riba, disamping itu suatu 
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transaksi juga harus terbebas dari maysir (judi), gharar (tidak jelas), haram 
(terlarang), zalim (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya) dengan tetap 
menjaga kesucian akad. 
Sebagai lembaga keuangan syariah maka perlu memahami konsep 
syariah. Lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan hukum Islam 
adalah lembaga keuangan syariah yang mematuhi syarat-syarat dan rukun 
jual beli syariah dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Salah satu 
pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah 
sharia compliance (kepatuhan syariah). Pilar ini yang menjadi pembeda 
utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan 
konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) ini 
harus dipenuhi oleh bank pembiayaan rakyat syariah. Berdasarkan 
peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan 
fungsi kepatuhan bank umum, yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, 
perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap 
ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha 
syariah,
12
 sehingga dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (sharia 
compliance) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di 
lembaga keuangan syariah juga sebagai bentuk ketaatan suatu entitas 
syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam produk, transaksi 
dan pelaksanaan operasionalnya. Jika berbicara mengenai sharia 
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compliance, ada satu elemen kunci yang berfungsi sebagai regulator dalam 
mengeluarkan kebijakan, aturan, dan tata kerja yang dijalankan dalam 
praktek dunia perbankan syariah. Instrumen tersebut adalah Dewan 
Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki peranan penting dalam 
menegakkan sharia compliance di bisnis perbankan syariah. 
Untuk menjaga agar produk dan operasional bank pembiayaan 
rakyat syariah tetap berada dalam aturan syariah Islam, maka Majelis 
Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan 
sejumlah fatwa sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk 
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadikan fatwa 
DSN MUI sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah. Kepatuhan 
(compliance) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau 
hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh 
lembaga atau organisasi yang berwewenang dalam suatu bidang tertentu. 
Namun, dalam pelaksanaan himpunan fatwa tersebut juga belum terjamin 
oleh BPR syariah, seperti penemuan yang peneliti temukan mengenai bank 
pembiayaan rakyat syariah yang belum mencapai tingkat kepatuhan 
syariah secara optimal yaitu pada akad murabahah yang dilengkapi 
dengan akad wakalah. Hal ini tentunya telah diatur dalam fatwa DSN MUI 
tentang murabahah yang menyebutkan bahwa jika bank hendak 
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, 
maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara 
prinsip menjadi milik bank. Fakta dilapangan mengenai pengikatan akad 
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murabahah dan akad wakalah dilakukan pada saat yang bersamaan, 
sehingga kepastian akad murabahah dan akad wakalah yang melekat pada 
produk pembiayaan murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik, 
seharusnya jika merujuk kepada peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional 
maka pelaksanaan tanda tangan akad wakalah dilakukan sebelum 
terjadinya akad murabahah, sehingga pada saat pelaksanaan akad 
murabahah berlangsung terdapat kepastian siapa yang menjadi penjual dan 
siapa yang menjadi pembeli karna nasabah sebagai wakil bank telah 
melaksanakan tugasnya untuk membeli barang yang diinginkan, dan 
barang/objek yang diperjualbelikan telah sah dimiliki oleh bank. 
Penyimpangan dalam operasional seperti inilah yang membuat masyarakat 
berpandangan bahwa tidak ada bedanya antara BPR konvensional dan 
BPR syariah. 
Mengenai pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia 
compliance), DSN MUI telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
disetiap bank syariah sebagai pihak yang mewakili DSN untuk mengawasi 
dan menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. 
Secara teori bank syariah merupakan bank yang beroperasi mengikuti 
ketentuan-ketentuan syariah Islam.
13
 Sebagai entitas yang mendasarkan 
prinsipnya pada aturan syariah Islam, maka kepatuhan kepada prinsip-
prinsip syariah (sharia compliance) merupakan hal utama yang harus 
diperhatikan. Disamping itu dari segi resiko bank, pelanggaran terhadap 
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sharia compliance dapat menimbulkan resiko kepatuhan yang juga dapat 
berdampak kepada resiko reputasi bank sehingga citra dan kredibilitas 
bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif dan akhirnya 
menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. 
Dalam praktik operasional yang dilakukan oleh bank pembiayaan 
rakyat syariah Tanggamus, tentunya harus ada kejelasan mengenai 
transaksi yang terjadi serta tinjauan dari segi kepatuhan terhadap aturan 
syariah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk menganalisis 
praktek kepatuhan syariah (sharia compliance) terhadap produk yang 
sedang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk murabahah yang ada di 
bank pembiayaan rakyat syariah Tanggamus. 
Dengan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji lebih dalam 
mengenai prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan murabahah 
yang kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI 
sebagai alat ukur dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah, serta 
bagaimana pengawasan kepatuhan syariah terhadap pemberian 
pembiayaan murabahah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Sharia 
Compliance Pada Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah 
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus)”. 
 
D. Fokus Penelitian 
Agar penelitian ini lebih terarah serta memperjelas ruang lingkup 
penelitian, maka perlu ditetapkan fokus permasalahan dalam penelitian ini. 
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Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis mekanisme 
pemberian pembiayaan murabahah berdasarkan data yang dimulai dari 
tahun 2017-2019 di bank pembiayaan rakyat syariah Tanggamus yang 
kemudian ditinjau dengan fatwa-fatwa DSN MUI yang terkait dengan 
pembiayaan murabahah, sehingga dapat diketahui sejauh mana bank 
pembiayaan rakyat syariah Tanggamus dalam menerapkan dan memenuhi 
sharia compliance atau kepatuhan syariah dalam kegiatan operasionalnya, 
serta langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syariah dalam upaya pemenuhan sharia compliance/kepatuhan syariah di 
bank pembiayaan rakyat syariah Tanggamus. 
 
E. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 
menyusun rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu: 
1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan murabahah di bank 
pembiayaan rakyat syariah Tanggamus? 
2. Bagaimana implementasi sharia compliance pada mekanisme 
pemberian pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat 
syariah Tanggamus? 
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syariah dalam memenuhi kepatuhan syariah atau sharia compliance 
pada mekanisme pemberian pembiayaan murabahah di bank 
pembiayaan rakyat syariah Tanggamus?  
13 
  
F. TUJUAN PENULISAN 
Merujuk kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian pembiayaan 
murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah Tanggamus. 
2. Untuk menganalisis implementasi sharia compliancepada mekanisme 
pemberian pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat 
syariah Tanggamus. 
3. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syariah dalam memenuhi kepatuhan syariah atau sharia compliance 
pada mekanisme pemberian pembiayaan murabahah di bank 
pembiayaan rakyat syariah Tanggamus. 
 
G. Signifikansi Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat 
dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan 
teoritis yang memperluas wawasan mengenai mekanisme pemberian 
pembiayaan murabahah, kepatuhan syariah (sharia compliance) pada 
mekanisme pemberian pembiayaan murabahah, dan pengawasan yang 
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dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam memenuhi kepatuhan 
syariah (sharia compliance) pada mekanisme pemberian pembiayaan 
murabahah serta sebagai bahan referensi atau rujukan bagi pihak yang 
akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam 
penelitian dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Raden Intan 
Lampung. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Untuk menerapkan kajian ilmu teoritis ke dalam ilmu 
praktik serta menambah wawasan mengenai mekanisme 
pemberian pembiayaan murabahah, sharia compliance pada 
mekanisme pemberian pembiayaan murabahah, dan pengawasan 
yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam memenuhi 
kepatuhan syariah (sharia compliance) pada mekanisme 
pemberian pembiayaan murabahah. 
b. Bagi BPR syariah 
Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 
pihak-pihak yang berwenang untuk membantu penerapan dan 
mempertahankan kepatuhan syariah (sharia compliance) pada 
mekanisme pemberian pembiayaan murabahah. 
c. Bagi industri perbankan 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk meningkatkan pembiayaan dengan tetap 
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memperhatikan sharia compliance yang sesuai dengan fatwa 
Dewan Syariah Nasional. 
 
H. Metode Penelitian 
 Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesutu 
dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 
tujuan,
14
 sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap 
suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, 
menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga 
diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, 
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).
15
 Jadi metodologi 
penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.
16
 
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
yang merupakan metode untuk menemukan cara spesifik dan realis 
tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan 
masyarakat.
17
 Penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung 
untuk menggali informasi yang berkaitan dengan mekanisme 
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pemberian pembiayaan murabahah, kepatuhan syariah (sharia 
compliance) pada mekanisme pemberian pembiayaan murabahah, dan 
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam 
penerapan kepatuhan syariah (sharia compliance). Penelitian lapangan 
ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dimana hasil yang 
diperoleh adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan uraian 
dari orang-orang serta prilaku yang diamati, yaitu apa yang dinyatakan 
oleh informan baik secara lisan maupun tertulis dan prilaku nyata,
18
 
dimana penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji suatu teori tetapi 
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana bank pembiayaan rakyat 
syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan 
pembiayaannya. 
2. Desain Penelitian 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah desain studi kasus, 
dimana desain studi kasus bertujuan mengeksplorasi secara mendalam 
suatu program, kejadian atau aktifitas, proses seseorang individu atau 
lebih dengan ketentuan kasus yang diteliti terikat dengan waktu.
19
 
Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini di desain dengan tujuan 
untuk mengetahui sejauh mana bank dalam menaati dan menerapkan  
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan realisasi 
produk bank, sehingga yang nantinya akan berakibat kepada kesehatan 
bank itu sendiri dan kepercayaan masyarakat sebagai pelaku yang 
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paling penting dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 
oleh bank. Dalam penelitian ini, penulis membatasi periode akuntansi 
yang akan diteliti yaitu dimulai dari tahun 2017-2019. 
3. Partisipan dan Tempat Penelitian 
Peneliti menentukan subjek penelitian yaitu tempat penelitian dan 
partisipan tertentu dengan tujuan agar partisipan tersebut dapat 
membantu peneliti dalam memahami permasalahan dalam penelitian. 
Penelitian ini dilakukan di bank pembiayaan rakyat syariah 
Tanggamus yang beralamat di Jl. Merdeka No. 4-5 komplek ruko pasar 
baru Kotaagung, Tanggamus. Sedangkan partisipan dalam penelitian 
ini adalah kepala bagian pembiayaan dan dana, kepala bagian umum, 
staf analis pembiayaan, staf administrasi pembiayaan, dan account 
officier serta 4 orang nasabah pembiayaan murabahah di BPRS 
Tanggamus. Penentuan subjek penelitian ini berdasarkan permasalahan 
yang akan di teliti yaitu menganalisis sejauh mana kepatuhan bank 
dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran 
dana khususnya pembiayaan murabahah. 
4. Prosedur Pengumpulan Data 
Peneliti mengumpulkan data dan informasi dalam rangka 
menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan penelitian yang 
dalam hal ini perlu ditetapkan sumber data dan prosedur pengumpulan 
data dalam penelitian. Penentuan sumber data dalam penelitian ini 
menggunakan non probability sampling dengan metode purposive, 
18 
  
dimana metode ini digunakan berdasarkan tujuan tertentu yaitu untuk 
menentukan informan yang akan diwawancarai berdasarkan tujuan 
yang ingin peneliti capai yaitu menggali informasi tentang pelaksanaan 
kepatuhan bank pembiayaan rakyat syariah terhadap prinsip syariah 
pada pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan sumber data sebagai berikut: 
a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang di peroleh 
secara langsung dari tempat objek penelitian dari data pertanyaan 
yang berupa wawancara peneliti dengan narasumber.
20
 Dalam 
penelitian ini sumber data primer diperoleh dan dikumpulkan dari 
hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak BPRS Tanggamus 
yang terkait dengan produk pembiayaan murabahah. 
b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang tidak secara 
langsung, data yang di dapat dari buku, catatan, majalah berupa 
laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, 
artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.
21
 
Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
diperoleh melalui berbagai data dari buku, jurnal, situs website 
resmi bank, peraturan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah 
Nasional, peraturan pemerintah dan undang-undang, data-data 
dan arsip bank yang di izinkan untuk di telaah dan dipublikasi, 
serta referensi lain yang terkait dengan penelitian. 
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Setelah peneliti menentukan sumber data yang akan peneliti 
gunakan dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah menentukan 
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah 
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu 
penelitian adalah mendapatkan data.
22
 Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu pengamatan dengan cara mendatangi langsung 
tempat penelitian yang dalam hal ini adalah BPRS Tanggamus 
untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Observasi 
dilakukan untuk mengamati mekanisme pemberian pembiayaan 
murabahah yang pada akhirnya akan diketahui kepatuhan bank 
syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada 
pembiayaan murabahah. 
b. wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tanya jawab antara 
pewawancara dengan informan sebagai sumber data primer dalam 
penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data 
sehingga di peroleh informasi yang lebih mendalam terkait 
dengan pelaksanaan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip 
syariah pada pemberian pembiayaan murabahah. 
c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, 
dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
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 Dokumentasi dilakukan untuk 
mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan 
dalam penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan wawancara 
maka dokumentasi yang dilakukan adalah rekaman hasil 
wawancara antara peneliti dengan pihak-pihak terkait yang 
diwawancarai. Hal ini juga dilakukan sebagai penunjang dan 
bukti konkrit hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 
5. Prosedur Analisis Data 
Peneliti mengumpulkan data dari observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi literatur lain yang kemudian diolah dan 
dianalisis dengan teori-teori dan fakta-fakta yang terjadi, lalu diperoleh 
hasil penelitian yang akurat. Selanjutnya hasil penelitian disimpulkan 
sehingga mendapatkan pemecahan masalah atas persoalan yang terjadi. 
Langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan 
dengan tiga cara yaitu: 
a. Data reduction (reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema dan pola nya karena data yang diperoleh dari 
lapangan jumlahnya cukup banyak. Setelah data direduksi maka 
data akan lebih menyempit, sedikit dan mengarah kepada inti 
permasalahan, dengan demikian data yang telah di reduksi akan 
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memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
b. Data display (penyajian data), setelah data di reduksi maka 
langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, yaitu kegiatan 
penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat 
dengan teks yang bersifat naratif berupa informasi yang berkaitan 
dengan permasalahan penelitian. Pada proses ini peneliti berusaha 
menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 
dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk 
memudahkan peneliti membaca dan memahami apa yang telah 
terjadi serta menentukan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk 
mencapai tujuan penelitian. 
c. Conclusion drawing/verification, merupakan kegiatan penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan penarikan kesimpulan 
merupakan langkah lebih lanjut setelah reduksi dan penyajian 
data. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menarik 
kesimpulan secara objektif dari data yang telah diproses. 
Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan melihat 
kembali pada hasil reduksi dan penyajian data sehingga 
kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan 
yang sedang diteliti. Kesimpulan dalam peneltian ini akan 
disajikan berupa teks secara deskripsi berdasarkan hasil penelitian 
di lapangan yang peneliti lakukan. 
22 
  
6. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Peneliti melakukan pengecekan terhadap temuan penelitian untuk 
memperoleh keabsahannya. Untuk memeriksa keabsahan data yang 
diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 
berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti akan 
melakukan wawancara dengan beberapa orang dan membandingkan 
perspektif dari orang-orang tersebut yang berbeda latar belakangnya. 
Hal ini dilakukan untuk menguji keabsahan informasi yang 
disampaikan oleh orang-orang yang berbeda atas sebuah objek 
permasalahan yang sama. Peneliti membandingkan data hasil 
wawancara dengan bagian kepala bagian pembiayaan dan dana, kepala 
bagian umum, staf analis pembiayaan, staf administrasi pembiayaan, 








1. Pengertian Pembiayaan 
Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
24
 Pengertian 
pembiayaan menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu. Sedangkan pembiayaan dijelaskan dalam 
pengertian lain yaitu penyerahan nilai ekonomi sekarang atas 
kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai 
ekonomi yang sama di kemudian hari.
25
 
Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok 
bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 
kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana juga 
merupakan kegiatan bank syariah dalam rangka menyalurkan dana 
dengan harapan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil bagi bank 
dari pembiayaan tersebut. Sebelum menyalurkan dana melalui 
pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang 
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 sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam 
penyaluran dana yang mengakibatkan kerugian bagi bank. 
2. Tujuan Pembiayaan 
Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari 
pembiayaan, yaitu sebagai berikut:
27
 
a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari 
pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang 
diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena 
itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-
usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan 
pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan ini 
terdapat unsur keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu 
pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. 
Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi 
pembiayaan dalam bentuk hasil yang diterima. 
b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 
benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-
benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu 
dengan kemanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan 
dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin 
pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat 
menjadi kenyataan. 
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3. Jenis-jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan  
Dalam  menyalurkan dana pada nasabah, produk pembiayaan 
terbagi menjadi 3 kategori yang membedakan berdasarkan tujuan 
penggunaannya, yaitu: 
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk modal kerja 
perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, 
seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, 
barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan 
lain-lain. 
b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan (berjangka menengah atau 
panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, 
modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya 
untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik. 
c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank 
kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) 
untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara 
membeli, menyewa, atau dengan cara lain, yang termasuk dalam 
pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, 
pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa 
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B. Pembiayaan Murabahah  
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 
Murabahah berasal dari kata ribhun, yang artinya keuntungan. 
Secara harfiah murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan 
menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. 
Sedangkan secara istilah murabahah adalah jual beli barang pada 
harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pengertian 
murabahah menurut teori ekonomi Islam merupakan akad jual beli 
barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 
yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah 
satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah 
ditentukan berapa required rate of profi-nya (keuntungan yang ingin 
diperoleh).
29
 Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti 
suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya 
perolehan barang, meliputi harga barang, dan biaya-biaya lain yang 
dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat 
keuntungan (margin) yang diinginkan.
30
 Pengertian lain murabahah 
merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu 
harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.
31
 
Murabahah juga dapat diartikan sebagai akad bai' (jual beli) dimana 
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harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambahkan nilai 
keuntungan (ribhun) yang disepakati. Pada Murabahah penyerahan 
barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya 
dilakukan secara tunai, tangguh ataupun cicil.
32
 Kesepakatan harga 
jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah 
menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.
33
 Karena dalam definisi 
murabahah disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka 
karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu 
pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah 
keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya Bapak 
Andi membeli satu unit motor dengan harga Rp. 30 juta, sedangkan 
biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 1 juta, maka ketika 
menawarkan motornya tersebut ia mengatakan “saya jual motor ini 
Rp. 37 juta, saya mengambil keuntungan Rp. 6 juta”. 
Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank 
dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari 
pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Kemudian barang tersebut 
dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat 
dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.
34
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Berdasarkan data dari statistik perbankan syariah (SPS) tahun 
2017-2019 menunjukkan bahwa kegiatan usaha bank syariah dalam 
realisasi pembiayaan, didominasi oleh pembiayaan murabahah. Hal 
ini karena pembiayaan murabahah yang sifatnya profitable, minim 
resiko, dan mudah dalam proses serta praktik penerapannya, yang 
mana bank bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal 
tertentu yang dibutuhkan nasabah. Pada praktiknya bank membeli 
barang sebagaimana dimaksud dari pihak ketiga dengan harga tertentu 
secara langsung atau melalui wakil yang telah ditunjuk oleh bank, 
untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga 
tertentu setelah ditambah keuntungan yang di sepakati bersama antara 
bank dan nasabah. Besarnya keuntungan yang diambil atas transaksi 
murabahah tersebut bersifat konstan, dalam pengertian tidak 
berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait oleh fluktuasi 
nilai tukar rupiah terhadap dolar.
35
 Murabahah sangat berguna bagi 
seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, tetapi 
kekurangan dana. Nasabah kemudian meminta pada bank agar 
membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada 
saat barang diterima. 
2. Landasan vHukum vPembiayaan vMurabahah 
Secara vkhusus vtransaksi vmurabahah vtidak vsecara vlangsung 
dibahas vdalam vAl-Qur’an vmaupun vhadits vRasulullah vSAW. vNamun 
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vdalam Al-Qur’an vdan vhadits vterdapat vpenjelasan vtentang vjual vbeli 
vsecara vumum, vlaba-rugi, vperdagangan vserta vjual vbeli vsecara vangsur 
vyang vlazim dilaksanakan voleh vNabi vMuhammad vSAW vdan vpara 
vsahabatnya. vJual vbeli vmurabahah vini vhanya vdibahas vdalam vkitab-
kitab vfiqih vyang vdibahas vsecara vsepintas. vPara vilmuan, vulama, vdan 
vpraktisi vperbankan vsyariah vmenggunakan vdasar vhukum vjual vbeli 
vsebagai vrujukannya,vkarena mereka vmenganggap vbahwa vmurabahah 
vtermasuk vjual vbeli. vLandasan vhukum vmurabahah vantara vlain vQS. 
vAl-Baqarah vayat v275; 
šÏ% ©!$# tβθ è=à2ù' tƒ (#4θ t/Ìh9 $# Ÿω tβθãΒθ à)tƒ āω Î) $ yϑx. ãΠθ à)tƒ ”Ï% ©!$# 
çµäÜ ¬6 y‚ tF tƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# z ÏΒ Äb§yϑø9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝßγ ¯Ρr' Î/ (# þθä9$ s% $yϑ̄ΡÎ) ßìø‹t7 ø9 $# ã≅÷W ÏΒ 
(# 4θ t/Ìh9$# 3 ¨≅ ym r&uρ ª! $# yìø‹t7 ø9 $# tΠ § ymuρ (# 4θt/Ìh9 $# 4  yϑsù … çνu!% ỳ ×πsà Ïãöθ tΒ  ÏiΒ Ïµ În/§‘ 
4‘yγ tFΡ$ sù …ã& s#sù $ tΒ y# n=y™ ÿ… çνãøΒ r&uρ ’ n<Î) «!$# ( ï∅tΒ uρ yŠ$ tã y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ys ô¹r& 
Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρà$Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪  
 
“Orang-orang vyang vMakan v(mengambil) vriba vtidak vdapat vberdiri 
vmelainkan vseperti vberdirinya vorang vyang vkemasukan vsyaitan 
vlantaran v(tekanan) vpenyakit vgila. vKeadaan vmereka vyang vdemikian 
vitu, vadalah vdisebabkan vmereka vberkata v(berpendapat), 
vSesungguhnya vjual vbeli vitu vsama vdengan vriba, vPadahal vAllah vtelah 
vmenghalalkan vjual vbeli vdan vmengharamkan vriba. vorang-orang vyang 
30 
  
vtelah vsampai vkepadanya vlarangan vdari vTuhannya, vlalu vterus 
vberhenti v(dari vmengambil vriba), vMaka vbaginya vapa vyang vtelah 
vdiambilnya vdahulu v(sebelum vdatang vlarangan); vdan vurusannya 
v(terserah) vkepada vAllah. vorang vyang vkembali v(mengambil vriba), 




Dalam vayat vini vAllah vSWT vmempertegas vlegalitas vdan 
vkeabsahan jual vbeli vsecara vumum vserta vmenolak vdan vmelarang 
vkonsep vribawi. Berdasarkan vketentuan vini vjual vbeli vmurabahah 
vmendapatvpengakuan vdan legalitas vdari vsyara’ vdan vsah vuntuk 
vdioperasionalkan vdalam vpraktik pembiayaan vbank vsyariah vkarena 
vmurabahah vmerupakan vsalah vsatu vbentuk vjual vbeli dan vtidak 
vmengandung vriba. 
Selain vitu vAllah vSWT vjuga vberfirman vdalam vQS.An-Nisa’ vayat 
v29: 
$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $ Î/ HωÎ) βr& 
šχθä3s? ¸οt≈ pgÏB  tã <Ú#t s? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθ è=çF ø)s? öΝä3|¡ à%Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ 
$ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪   
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 “Wahai vorang-orang vyang vberiman, vjanganlah 
vkamuvmemakan vharta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak 
benar), vkecuali vdalam perdagangan vyang berlaku atas dasar suka 
sama suka diantara kamu. vDan vjanganlah vkamuvmembunuh dirimu, 




Ayat vdiatas vmenjelaskan vbahwa vkita vsebagai vumat vIslam 
vdilarang mencari vharta vdengan vcara vbatil, vakan vtetapi vkita vdiajarkan 
voleh vAllah SWT vuntuk vmencari vharta vdengan vcara vberdagang vdan 
vterdapat vkeridhaan diantara vmereka v(penjual vdan vpembeli). Selain 
vitu vjuga vterdapat vhadits vNabi vyang vdijadikan vsebagai vlandasan 
vhukum vyaitu; 
Dari vSuhaib var vRumi vr.a. vbahwa vRasulullah vbersabda: v“Tiga 
hal yang didalamnya vterdapat vkeberkahan: vJual beli secara tangguh 
v(murabahah), muqaradhah v(nama lain vdarivmudharabah), v(3) 




3. Rukun vdan vSyarat vTransaksi vPembiayaan vMurabahah 
a. Rukun vtransaksi vmurabahah 
Murabahah vsebagai vsalah vsatu vproduk vbank vyang 
vdidasarkan vpada vperjanjian vjual vbeli, vmaka vdemi vkesesuaian 
vtransaksi vharus vmemenuhi vrukun vsebagai vberikut. 
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1) Adanya vpihak vyang vberakad vyaitu vpenjual vdan vpembeli, 
vdimana vpenjual vdan vpembeli vini vharus vmemenuhi vsyarat 
vyaitu vcakap vsecara vhukum vdan vmasing-masing 
vmelakukannya vdengan vsukarela, vtidak vada vunsur vpaksaan, 
vkekhilafan, vataupun vpenipuan. 
2) Adanya vbarang vyang vdiperjualbelikan vdan vbukan vtermasuk 
vbarang vyang vdiharamkan/dilarang, vbermanfaat, vserta vbarang 
vmerupakan vhak vmilik vpenuh vpihak vyang vberakad, vsesuai 
vdengan vspesifikasinya vantara vyang vdiserahkan vpenjual vdan 
vyang vditerima voleh vpembeli. 
3) Adanya vsighat, vijab vdan vqabul. vDalam vhal vini vharus vjelas 
vdan vdisebutkan vsecara vspesifik vdengan vsiapa vberakad, 
vbarang vmaupun vharga vyang vdisepakati, vtidak vmengandung 
vklausulvyang vbersifat vmenggantungkan vkeabsahan vtransaksi 
vpada vhal/kejadian vyang vakan vdatang.
39
 
b. Syarat vtransaksi vmurabahah 
Dalam vtransaksi vmurabahah, vada vbeberapa vsyarat vyang 
vharus vdipenuhi vantara vlain: 
1) Penjual vmemberitahu vbiaya vmodal vkepada vnasabah 
2) Kontrak vpertama vharus vsah vsesuai vdengan vrukun vyang 
vditetapkan 
3) Kontrak vharus vbebas vdari vriba 
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4) Penjual vharus vmenjelaskan vkepada vpembeli vbila vterjadi 
vcacat vatas vbarang vsesudah vpembelian 
5) Penjual vharus vmenyampaikan vsemua vhal vyang vberkaitan 




4. Ketentuan vMurabahah 
Ketentuan vmurabahah vdiatur vdalam vfatwa vDewan vSyariah 
vNasional v(DSN) vtentang vmurabahah vyang vdidalamnya vjuga vterdapat 
vketentuan vumum vmurabahah vdalam vbank vsyariah, vketentuan 
vmurabahah vkepada vnasabah, vjaminan vdalam vmurabahah, vutang 
vdalam vmurabahah,vpenundaan vpembayaran vdalam vmurabahah, vserta 
vkebangkrutan vdalam vmurabahah. vKetentuan-ketentuan vtersebut 
vadalah vsebagai vberikut: 
a. Ketetentuan vumum vmurabahah vdalam vbank vsyariah 
1) Bank vdan vnasabah vharus vmelakukan vakad vmurabahah vyang 
vbebas vriba. 
2) Barang vyang vdijualbelikan vtidak vdiharamkan voleh vsyariat 
vIslam. 
3) Bank vmembiayai vsebagian vatau vseluruh vharga vpembelian 
vbarang vyang vtelah vdisepakati vkualifikasinya. 
4) Bank vmembeli vbarang vyang vdiperlukan vnasabah vatas vnama 
vsendiri, vdan vpembelian vini vharus vsah vdan vbebas vriba. 
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5) Bank vharus vmenyampaikan vsemua vhal vyang vberkaitan 
vdengan vpembelian, vmisalnya vjika vpembelian vdilakukan 
vsecara vutang. 
6) Bank vkemudian vmenjual vbarang vtersebut vkepada vnasabah 
v(pemesan) vdengan vharga vjual vsenilai vharga vbeli vplus 
vkeuntungannya. vDalam vkaitan vini vbank vharus vmemberitahu 
vsecara vjujur vharga vpokok vbarang vkepada vnasabah vberikut 
vbiaya vyang vdiperlukan. 
7) Nasabah vmembayar vharga vbarang vyang vtelah vdisepakati 
vtersebut vpada vjangka vwaktu vtetentu vyang vtelah vdisepakati. 
8) Untuk vmencegah vterjadinya vpenyalahgunaan vatau vkerusakan 
vpada vakad vtersebut, vpihak vbank vdapat vmelakukan vperjanjian 
vkhusus vdengan vnasabah. 
9) Jika vbank vhendak vmewakilkan vkepada vnasabah vuntuk 
vmembeli vbarang vkepada vpihak vketiga, vakad vjual vbeli 
vmurabahah vharus vdilakukan vsetelah vbarang, vsecara vprinsip, 
vmenjadi vmilik vbank. 
b. Ketentuan vmurabahah vyang vdikenakan vkepada vnasabah 
1) Nasabah vmengajukan vpermohonan vdan vjanji vpembelian v 
vsuatu vbarang vatau vaset vkepad vabank. 
2) Jika vbank vmenerima vpermohonan vtersebut, via vharus 




3) Bank vkemudia vmenawarkan vaset vtersebut vkepada vnasabah 
vdan vnasabah vharus vmenerima v(membeli)-nya vsesuai vdengan 
vjanji vyang vtelah vdisepakatinya, vkarena vsecara vhukum vjanji 
vtersebut vmengikat; vkemudian vkedua vbelah vpihak vharus 
vmembuat vkontrak vjual vbeli. 
4) Dalam vjual vbeli vini vbank vdiperbolehkan vmeminta vnasabah 
vuntuk vmembayar vuang vmuka vsaat vmenandatangani 
vkesepakatan vawal vpemesanan. 
5) Jika vnasabah vkemudian vmenolak vmembeli vbarang vtersebut, 
vbiaya vriil vbank vharus vdibayar vdari vuang vmuka vtersebut. 
6) Jika vnilai vuang vmuka vkurang vdari vkerugian vyang vharus 
vditanggunga voleh vbank, vbank vdapat vmeminta vkembali vsisa 
vkerugiannya vkepada vnasabah. 
7) Jika vuang vmuka vmemakai vkontrak v'urbun vsebagai valternatif 
vdari vuang vmuka, vmaka 
a) Jika vnasabah vmemutuskan vuntuk vmembeli vbarang 
vtersebut, via vtinggal vmembayar vsisa vharga. 
b) Jika vnasabah vbatal vmembeli, vuang vmuka vmenjadi vmilik 
vbank vmaksimal vsebesar vkerugian vyang vditanggung voleh 
vbank vakibat vpembatalan vtersebut; vdan vjika vuang vmuka 





c. Jaminan vdalam vmurabahah 
Dalam vpelaksanaan vtransaksi vmurabahah vini, vbank 
vdiperbolehkan vuntuk vmeminta vjaminan vkepada vnasabah vagar 
vnasabah vserius vdengan vpesanannya, vserta vbank vdapat vmeminta 
vjaminan vyang vdisediakan voleh vnasabah vmerupakan vjaminan 
vyang vdapat vdipegang. 
d. Utang vdalam vmurabahah 
1) Secara vprinsip, vpenyelesaian vutang vnasabah vdalam vtransaksi 
vmurabahah vtidak vada vkaitannya vdengan vtransaksi vlain vyang 
vdilakukan vnasabah vdengan vpihak vketiga vatas vbarang 
vtersebut. vJika vnasabah vmenjual vkembali vbarang vtersebut 
vdenganvkeuntungan vatau vkerugian, vmaka vnasabah vtetap 
vberkewajiban vuntuk vmenyelesaikan vutangnya vkepada vbank. 
2) Jika vnasabah vmenjual vbarang vtersebut vsebelum vsebelum 
vmasa vangsuran vberakhir, via vtidak vwajib vuntuk vsegera 
vmelunasi vseluruh vkewajibannya. 
3) Jika vpenjualan vbarang vtersebut vmenyebabkan vkerugian, 
vnasabah vharus vtetap vmenyelesaikan vutangnya vsesuai 
vkesepakatan vawal. vIa vtidak vboleh vmemperlambat 






e. Penundaan vpembayaran vdalam vmurabahah 
1) Nasbah vyang vmemiliki vkemampuan, vtidak vdi vbenarkan 
vmenunda vpenyelesaian vutangnya. 
2) Jika vnasabah vmenunda-nunda vpembayaran vdengan vsengaja, 
vatau vjika vsalah vsatu vpihak vtidak vmenunaikan vkewajibannya, 
vmaka vpenyelesaian vdilakukan vmelalui vBadan vArbitrase 
vSyariah vsetelah vtidak vtercapainya vkesepakatan vmelalui 
vmusyawarah. 
f. Bangkrut vdalam vmurabahah 
Jika vnasabah vtelah vdinyatakan vpailit vdan vgagal 
vmenyelesaikan vutangnya, vbank vharus vmenunda vtagihan vutang 




Selain vitu vjuga vterdapat vketentuan vtambahan vlain vyang 
vdapat vdijadikan vacuan vdalam vpembiayaan vmurabahah vyaitu: 
a. Potongan vpelunasan vdalam vpembiayaan vmurabahah, vhal vini 
vterdapat vdalam vfatwa vDewan vSyariah vNasional vNo. 
v23/DSN-MUI/III/2002dalam vketentuan vfatwa vini vdijelaskan: 
1) Jika vnasabah vdalam vtransaksi vmurabahah vmelakukan 
vpelunasan vpembayaran vtepat vwaktu vatau vlebih vcepat 
vdari waktu vyang vtelah vdisepakati, vLKS vboleh 
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vmemberikan potongan vdari vkewajiban vpembayaran 
vtersebut, vdengan syarat vtidak vdiperjanjikan vdalam vakad 
2) Besar vpotongan vsebagaimana vdimaksud vdi vatas 
diserahkan vpada vkebijakan vdan vpertimbangan vLKS. 
b. Penjadwalan vkembali tagihan vmurabahah, vhal vini vterdapat 
vdalam vfatwa vDewan vSyariah vNasional vNo. v48/DSN-
MUI/II/2005 vyang vmenjelaskan vbahwa: vLKS vboleh 
vmelakukan vpenjadwalan vkembali v(rescheduling) vtagihan 
vmurabahah vbagi vnasabah vyang vtidak vbisa 
menyelesaikan/melunasi vpembiayaannya vsesuai vjumlah vdan 
waktu vyang vtelah vdisepakati, vdengan vketentuan: 
1) Tidak vmenambah vjumlah vtagihan vyang vtersisa; 
2) Pembebanan vbiaya vdalam vproses vpenjadwalan vkembali 
vadalah vbiaya vriil; 
3) Perpanjangan vmasa vpembayaran vharus vberdasarkan 
vkesepakatan vkedua vbelah vpihak. 
c. Penyelesaian vpiutang vmurabahah vbagi vnasabah vtidak 
vmampu vmembayar vhal vini vterdapat vdalam vfatwa vDewan 
vSyariah vNasional vNo. v47/DSN-MUI/II/2005, vyang 
vmenjelaskan vbahwa: vLKS vboleh vmelakukan vpenyelesaian 
v(settlement) vmurabahah vbagi vnasabah vyang vtidak vbisa 
vmenyelesaikan/melunasi pembiayaannya vsesuai vjumlah vdan 
vwaktu vyang vtelah disepakati, vdengan vketentuan: 
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1) Obyek vmurabahah vatau vjaminan vlainnya vdijual voleh 
nasabah vkepada vatau vmelalui vLKS vdengan vharga vpasar 
vyang vdisepakati; 
2) Nasabah vmelunasi vsisa vutangnya vkepada vLKS vdari vhasil 
vpenjualan; 
3) Apabila vhasil vpenjualan vmelebihi vsisa vutang vmaka vLKS 
vmengembalikan vsisanya vkepada vnasabah; 
4) Apabila vhasil vpenjualan vlebih vkecil vdari vsisa vutang 
vmaka vsisa vutang vtetap vmenjadi vutang vnasabah; 
5) Apabila vnasabah vtidak vmampu vmembayar vsisa 
vutangnya, vmaka vLKS vdapat vmembebaskannya. 





Dari vgambar vdiatas vdapat vdijelaskan vsebagai vberikut. 
a. Mula-mula vnasabah vdatang vke vbank vsyariah, vuntuk 
vmelakukan vpemesanan vbarang vyang vdiinginkan vkepada vbank 
vsyariah, vkemudian vmelakukan vnegoisasi vterhadap vharga 
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vbarang vdan vkeuntungan vserta vmemenuhi vpersyaratan vyang 
vdibutuhkan vhingga vmencapai vkesepakatan. 
b. Setelah vdiperoleh vkesepakatan vantara vbank vdengan vnasabah, 
vbank vmemesan vatau vmembeli vbarang vkepada vpihak vketiga 
vyaitu vpemasok vsesuai vdengan vkriteria vbarang vyang 
vdiinginkan vnasabah. vPengadaan vbarang vyang vdipesan voleh 
vnasabah vmerupakan vtanggungjawab vpihak vbank vsyariah 
vsebagai vpenjual,vnamun vbank vsyariah vdapat vmewakilkan 
vkepada vwakil vyang vditunjuk vuntuk vmelakukan vpembelian 
vbarang vkepada vpemasok vatas vnama vbank vsyariah. 
c. Selanjutnya vbank vsyariah vdan vpemasok vmelakukan vproses 
vjual vbeli vbarang vdan vpenyerahan vbarang vdari vpemasok vke 
vbank vsyariah vyang vdalam vhal vini vbank vsyariah vmemberitahu 
vharga vperolehan vserta vkeadaan vbarang vkepada vnasabah. 
d. Setelah vbarang vsecara vprinsip vmenjadi vmilik vbank vsyariah, 
vkemudian vbank vsyariah vmenjual vbarang vyang vtelah vdibeli 
vdari vpemasok vkepada vnasabah vyang vmemesan vdengan vakad 
vjual vbeli vmurabahah. v 
e. Tahap vberikutnya vyaitu vnasabah vmelakukan vpembayaran 
vharga vjual vbarang vyang vdapat vdilakukan vsecara vtunai vatau 
vtangguh, vdimana vharga vjual vkepada vnasabah vmerupakan 
vharga vpokok vperolehan vditambah vdengan vkeuntungan vmargin 
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vyang vtelah vdisepakati vdiawal vantara vnasabah vdengan vbank 
vsyariah. v 
f. Bank vsyariah vmenyerahkan vbarang vyang vdipesan voleh 
vnasabah. V 
6. Praktik vPembiayaan vMurabahah vdi vIndonesia 
Secara vgaris vbesar, vpraktik vpembiayaan vmurabahah vdi 
vIndonesia vadalah vsebagai vberikut:
42
 
a. Setiap vpermohonan vpembiayaan vmurabahah vbaru, vbank 
vdiwajibkan vuntuk vmenerangkan vesensi vdari vpembiayaan 
vmurabahah vtersebut vserta vkondisi vpenerapannya. vHal vyang 
vwajib vdijelaskan vyaitu vesensi vpembiayaan vmurabahah 
vsebagai vbentuk vjual vbeli vantara vbank vdengan vnasabah, 
vdefinisi vdan vterminologi, terms and conditions, vdan vtatacara 
vimplementasinya. 
b. Bank vwajib vmeminta vnasabah vuntuk vmengisi vformulir 
vpermohonan vpembiayaan vmurabahah, vdan vpada vformulir 
vtersebut vwajib vdiinformasikan: 
1) Jenis vdan vspesifikasi vbarang vyang vingin vdibeli. 
2) Perkiraan vharga vbarang vdimaksud. 
3) uang vmuka vyang vdimiliki. 
4) Jangka vwaktu vpembiayaan. 
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c. Dalam vmemproses vpermohonan vpembiayaan vmurabahah 
vdimaksud, vbank vwajib vmelakukan vanalisa vmengenai: 
1) Kelengkapan vadministrasi vyang vdisyaratkan. 
2) Aspek vhukum. 
3) Aspek vpersonal. 
4) Aspek vbarang vyang vakan vdiperjualbelikan. 
5) Aspek vkeuangan. 
d. Bank vmenyampaikan vtanggapan vatas vpermohonan vyang 
vdimaksud vsebagai vtanda vadanya vkesepakatan vpra vakad. 
e. Bank vmeminta vuang vmuka vpembelian vkepada vnasabah 
vsebagai vtanda vpersetujuan vkedua belah vpihak vuntuk 
vmelakukan vtransaksi vmurabahah. vTerkait vdengan vuang vmuka 
vmurabahah, vhal vini vtelah vdiatur vdalam vfatwa vDewan vSyariah 
vNasional vNo. v04/DSN-MUI/IV/2000 vtentang vmurabahah vdan 
vfatwa vDewan vSyariah vNasional vNo. v13/DSN-MUI/IX/2000 
vtentang vuang vmuka vmurabahah, vyang vdidalamnya 
vmenerangkan vbahwa vbank vdiberi vizin vuntuk vmeminta 
vnasabah vmembayar vuang vmuka vsaat vmenandatangani 
vkesepakatan vawal vpemesanan. 
f. Bank vharus vmelakukan vpembelian vbarang vkepada vsupplier 




g. Bank vmelakukan vpembayaran vlangsung vkepada vrekening 
vsupplier. 
h. Pada vwaktu vpenandatanganan vakad vmurabahah vantara 
vnasabah vdengan vbank, vpada vkontrak vakad vmurabahah vini 
vwajib vdiinformasikan: 
1) Definisi vdan vesensi vpembiayaan vmurabahah 
2) Posisi vnasabah vsebagai vpembeli vdan vbank vsebagai 
vpenjual 
3) Kepemilikan vbarang voleh vbank vyang vdibuktikan vdengan 
vdokumen vpendukung 
4) Hak vdan vkewajiban vnasabah vdan vbank 
5) Barang vyang vdiperjualbelikan vharus vmerupakan vobjek 
vnyata 
6) Harga vpembelian vdan vmargin vyang vdisepakati vdan vtidak 
vdapat vberubah 
7) Jangka vwaktu vpembayaran vyang vdisepakati 
8) Jaminan 
9) Lembaga vyang vakan vberfungsi vuntuk vpenyelesaian 
vpersengketaan vantara vbank vdengan vnasabah vapabila 
vterjadi vsengketa 




j. Bank vwajib vmemiliki vstandar vprosedur vuntuk vmenetapkan 
vtindakan vyang vdiambil vdalam vrangka vrescheduling vkewajiban 
vyang vbelum vterselesaikan. 
7. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Bank Syariah
43
 
a. Penggunaan akad murabahah 
1) Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang 
sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada 
umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang 
investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. 
2) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai 
untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. 
3) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan 
modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang. 
b. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli 
1) Rumah 
2) Kendaraan bermotor dan/alat transportasi 
3) Pembelian alat-alat industri 
4) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya 
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1) Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam 
pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, 
maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap 
supplier untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah. 
2) Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan 
kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah agar 
barang dikirimkan ke nasabah. 
3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu 
dengan mentransfer langsung pada rekening 
supplier/penjual, bukan kepada rekening nasabah. 
d. Nasabah 
1) Nasabah sudah harus cakap menurut hokum, sehingga 
dapat melaksanakan transaksi. 
2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam 
melakukan pembayaran. 
e. Supplier 
1) Supplier adalah orang atau badan hokum yang 
menyediakan barang sesuai permintaan nasabah. 
2) Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, 




3) Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa 
kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. 
f. Harga 
1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual 
beli antara bank syariah dengan nasabah dan tidak dapat 
berubah selama masa perjanjian. 
2) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang 
disepakati antara bank syariah dan nasabah. 
g. Jangka Waktu  
1) Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan 
dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai 
dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah 
pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. 
2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah 
satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka 
perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun 
nasabah.  
h. Ilustrasi pembiayaan murabahah 
Bank syariah dapat memberikan pembiayaan murabahah 
untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya 
pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Berikut ini 
ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam 
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bentuk pembiayaan murabahah untuk keperluan pemilikian 
rumah. 
Misalnya Bapak Ade membeli rumah dengan harga Rp. 
300.000.000,- akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka 
Bapak Ade mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank 
syariah sebesar Rp. 210.000.000,- dengan jangka waktu 5 
tahun. Atas pembiayaan ini Bapak Ade membayar uang muka 
sebesar Rp. 90.000.000,- dengan margin keuntungan yang 
disepakati dari pembiayaan ini sebesar Rp. 63.000.000,-. 
Dari ilustrasi diatas, maka dapat dihitung sebagai berikut: 
1) Harga beli bank  Rp. 300.000.000,- 
2) Margin keuntungan  Rp. 63.000.000,- 
3) Harga jual bank  Rp. 363.000.000,- 
4) Urbun (uang muka)  Rp. 90.000.000,- 
5) Piutang murabahah  Rp. 273.000.000,- 
Dari perhitungan diatas, maka Bapak Ade akan melakukan 
pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 4.550.000,- 
(Rp. 273.000.000,- dibagi 60 kali angsuran). 
Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan 
harga beli bank syariah. Margin keuntungan akan diakui oleh 
bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir 
pada periode laporan yang sama. Bila jangka waktu 
murabahah melebihi satu periode, maka margin keuntungan 
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atas jual beli dalam pembiayaan murabahah akan diakui secara 
proporsional. Dari contoh tersebut maka dapat dihitung bahwa 
margin keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp. 
1.050.000,- (Rp. 63.000.000,-/60 bulan). 
 
C. Sharia vCompliance v(Kepatuhan vTerhadap vPrinsip-Prinsip vSyariah) 
1. Pengertian vSharia vCompliance 
Bank vsyariah vmerupakan vlembaga vkeuangan vyang vberoperasi 
vsesuai vdengan vprinsip-prinsip vsyariah vIslam, vartinya vbank vdalam 
vberoperasinya vmengikuti vketentuan-ketentuan vsyariah vIslam 
vkhususnya vmengenai vtata vcara vbermuamalat vsecara vIslam. vTuntutan 
vPemenuhan vprinsip vsyariah v(sharia compliance) bila vdirujuk vpada 
vsejarah vperkembangan vbank vsyariah, valasan vpokok vdari vkeberadaan 
vperbankan vsyariah vadalah vmunculnya vkesadaran vmasyarakat vmuslim 
vyang vinginvmenjalankan vseluruh vaktivitas vkeuangannya vberdasarkan 
vAl-Quran vdan vSunnah. vOleh vkarena vitu vjaminan vmengenai 
vpemenuhan vterhadap vprinsip vsyariah v(sharia vcompliance) vdari 
vseluruh vaktivitas vpengelolaan vdana vnasabah voleh vbank vsyariah 
vmerupakan vhal vyang vsangat vpenting vdalam vkegiatan vusaha vbank 
vsyariah. 
Berdasarkan vPeraturan vBank vIndonesia vNomor v13/2/PBI/2011 
vyang vdimaksud vdengan vkepatuhan vadalah vnilai, vperilaku, vdan 
vtindakan vyang vmendukung vterciptanya vkepatuhan vterhadap vketentuan 
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vBank vIndonesia vdan vperaturan vperundang-undangan vyang vberlaku, 
vtermasuk vprinsip vsyariah vbagi vbank vumum vsyariah vdan vunit vusaha 
vsyariah. vSelain vitu vmenurut vArifin, vmakna vkepatuhan vsyariah v(sharia 
vcompliance) dalam bank vsyariah vadalah vpenerapan vprinsip-prinsip 
vIslam, vsyariah vdan tradisinya vdalam vtransaksi vkeuangan vdan 
vperbankan vserta vbisnis vlain vyang terkait.
44
 vSedangkan vmakna 
vkepatuhan vsyariah vsecara voperasional vadalah vkepatuhan vkepada 
vFatwa vDewan vSyariah vNasional v(DSN) vkarena vFatwa vDSN 
vmerupakan vperwujudan vprinsip vdan vaturan vsyariah vyang vharus 
vditaati vdalam vperbankan vsyariah.
45
 Hal vini vberarti vsharia vcompliance 
vsebagai vbentuk vpertanggungjawaban vpihak vbank vdalam 
vpengungkapan vkepatuhan vbank vterhadap vprinsip vsyariah. 
2. Prinsip-prinsip vSyariah vDalam vImplementasi vSharia vCompliance 
Terkait vdengan vpelaksanaan vkewajiban vbank vsyariah vdalam 
vmenjalankan vprinsip-prinsip vsyariah, vhal vini vtertuang vpada vUU vNo. 
v21 vtahun v2008 vdalam vpasal v1 vangka v12 vUU vNo. v21 vTahun v2008 
vdijelaskan vmengenai vprinsip-prinsip vhukum vIslam vdalam vkegiatan 
vperbankan vberdasarkan vfatwa vyang vdikeluarkan vlembaga vyang 
vmemiliki vkewenangan vdalam vpenetapan vfatwa vdibidang vsyariah. 
vBerdasarkan vketentuan vini, vmaka vapa vitu vprinsip vsyariah vdan 
vsyaratnya vberpedoman vpada vberbagai vfatwa vyang vdikeluarkan voleh 
vDewan vSyariah vNasional Majelis vUlama vIndonesia v(DSN-MUI) 
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vyang vterkait vdengan vperbankan vsyariah. vPenegasan vtentang vprinsip-
prinsip vsyariah vjuga vtertuang vpada vundang-undang vno. v21 vTahun 
v2008 vpasal v2 vantara vlain: vPerbankan vsyariah vdalam vmelakukan 
vkegiatan vusahanya vberdasarkan vprinsip vsyariah, vdemokrasi vekonomi 
vdan vprinsip vkehati-hatian. vPrinsip vsyariah vyang vdimaksud vadalah 
vsesuai vdengan vpenjelasan vpasal v2 vundang-undang vno. v21 vTahun 
v2008 vyaitu: vkegiatan vusaha vyang vberazaskan vprinsip vsyariah 
vdiantaranya vadalah vkegiatan vusaha vyang vtidak vmengandung vunsur: 
a. Riba, vyaitu vpenambahan vpendapatan vsecara vtidak vsah v(bathil), 
vantara vlain vdalam vtransaksi vpertukaran vbarang vsejenis vyang 
vtidak vsama vkualitas, vkuantitas vdan vwaktu vpenyerahannnya 
v(fadl), vatau vdalam vtransaksi vpinjam vmeminjam vyang 
vmempersyaratkan vnasabahvpenerima vfasilitas vmengembalikan 
vdana vyang vditerima vmelebihi vpokok vpinjaman vkarena 
vberjalannya vwaktu v(nasi’ah). 
b. Maysir, vyaitu vtransaksi vyang vdigantungkan vkepada vsuatu 
vkeadaan vyang vtidak vpasti vdan vbersifat vuntung-untungan. 
c. Gharar, vyaitu vtransaksi vyang vobjeknya vtidak vjelas, vtidak 
vdimiliki vdan vtidak vdiketahui vkeberadaannya, vatau vtidak vdapat 
vdiserahkan vpada vsaat vtransaksi vdilakukan vkecuali vdiatur vdalam 
vsyariah. 
d. Haram, vyaitu vtransaksi vyang vobjeknya vdilarang vdalam vsyariah. 
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e. Zalim, vyaitu vtransaksi vyang vmenimbulkan vketidakadilan vbagi 
vpihak vlainnya. 




a. Persaudaraan v(ukhuwah), yaitu vtransaksi vyang vmenjunjung vnilai 
vkebersamaan vdalam vmemperoleh vmanfaat v(sharing veconomics), 
vsehingga vseseorang vtidak vboleh vmendapat vkeuntungan vdiatas 
vkerugian vorang vlain. Ukhuwah vdalam vtransaksi vsyariah vini 
vberdasarkan vprinsip vsaling vmengenal v(ta’aruf), vsaling 
vmemahami v(tafahum), vsaling vmenolong v(ta’awun), vsaling 
vmenjamin v(takaful), vsaling vbersinergi vdan vberaliansi v(tahalul). 
b. Prinsip vkeadilan v(‘adalah) yaitu vmenempatkan vsesuatu vhanya 
vpada vtempatnya vdan vmemberikan vsesuatu vhanya vpada vyang 
vberhak vserta vmemperlakukan vsesuatu vsesuai vdengan vposisinya. 
c. Prinsip vkemaslahatan v(maslahah) vmerupakan vsegala vbentuk 
vkebaikan vdan vmanfaat vyang vberdimensi vduniawi vdan vukhrawi, 
vmaterial vdan vspiritual, vindividual vdan vkolektif vserta vbermanfaat 
vmembawa vkebaikan v(thayib) vdalam vsemua vaspek vsecara 
vkeseluruhan vyang vtidak vmenimbulkan vkemudharatan. 
d. Prinsip vkeseimbangan v(tawazun) vmeliputi vkeseimbangan vaspek 
vmaterial vdan vspiritual, vaspek vprivat vdan vpublik, vsektor 
vkeuangan vdan vsektor vriil, vbisnis vdan vsosial vserta vkeseimbangan 
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vaspek vpemanfaatan vdan vpelestarian, vsehingga vmanfaat vyang 
vdidapatkan vtidak vhanya vdifokuskan vpada vpemegang vsaham vsaja, 
vakan vtetapi vpada vsemua vpihak vyang vdapat vmerasakan vmanfaat 
vdari vadanya vsuatu vkegiatan vekonomi. 
e. Prinsip vuniversalisme v(syumuliah) vyaitu vdapat vdilakukan voleh, 
vdengan, vdan vuntuk vsemua vpihak vyang vberkepentingan vtanpa 
vmembedakan vsuku, vagama, vras vdan vgolongan, vsesuai vdengan 
vsemangat vkerahmatan vsemesta. V 
3. Ketentuan vSharia vCompliance 
Beberapa vketentuan vyang vdapat vdigunakan vsebagai vukuran 
vsecara vkualitatif vuntuk vmenilai vketaatan vsyariah vdidalam vlembaga 
vkeuangan vsyariah, vantara vlain vsebagai vberikut: 
a. Akad vatau vkontrak vyang vdigunakan vuntuk vpengumpulan vdan 
vpenyaluran vdana vsesuai vdengan vprinsip-prinsip vsyariah vdan 
vaturan vsyariah vyang vberlaku. 
b. Dana vzakat vdihitung vdan vdibayar vserta vdikelola vsesuai vdengan 
vaturan vdan vprinsip-prinsip vsyariah. 
c. Seluruh vtransaksi vdan vaktivitas vekonomi vdilaporkan vsecara vwajar 
vsesuai vdengan vstandar vakutansi vsyariah vyang vberlaku. 
d. Lingkungan vkerja vdan vcorporate vculture vsesuai vdengan vsyariah. 
e. Bisnis vusaha vyang vdibiayai vtidak vbertentangan vdengan vsyariah. 
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f. Terdapat vDewan vPengawas vSyariah v(DPS) vsebagai vpengarah 




D. Dewan vPengawas vSyariah 
1. Pengertian Dewan vPengawas vSyariah 
Menurut vperaturan vbank vIndonesia vbahwa vbank vyang 
vmenjalankan vkegiatan vusaha vberdasarkan vprinsip vsyariah vharus 
vmemiliki vDewan vPengawas vSyariah, vseperti vyang vtertuang vdalam 
vPBI vno. v6/17/PBI/2004 vtanggal v1 vJuli v2004 vtentang vbank 
vperkreditan vrakyat vberdasarkanvprinsip vsyariah. vYang vdimaksud 
vdengan vDewan vPengawas vSyariah vsendiri vadalah vdewan vyang 
vmelakukan vpengawasan vterhadap vprinsip vsyariah vdalam vkegiatan 
vusaha vbank vsyariah vyang vdalam vmenjalankan vfungsinya vbertindak 
vsecara vindependen.
48
 vDewan vPengawas vSyariah vsebagai vpemegang 
votoritas vpengawasan vterhadap vkepatuhan vsyariah v(sharia 
vcompliance), vmemiliki vtanggung vjawab vyang vdiatur vmelalui 
vketentuan vhukum vyang vtegas. vKedudukan vDPS vsangat vmenentukan 
vterciptanya vkepatuhan vsyariah v(sharia vcompliance) vyang vmerupakan 
vunsur vutama vdalam vkeberadaan vdan vkelangsungan vusaha vbagi 
vindustri vkeuangan vsyariah. 
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2. Persyaratan vanggota vDewan vPengawas vSyariah 
Dewan vPengawas vSyariah vmerupakan vorang-orang vpilihan 
vyang vmemiliki vkemampuan, vbaik vdibidang vhukum vmuamalah, 
vhukum vekonomi vdan vperbankan, vserta vkemampuan vlain vyang 
vrelevan vdengan vtugasnya vsehari-hari. vAnggota vDPS vwajib 
vmemenuhi vpersyaratan vsebagai vberikut: 
a. Integritas 
b. Kompetensi 
c. Reputasi vkeuangan 
Anggota vDPS vyang vmemenuhi vpersyaratan vintegritas vtersebut 
vmerupakan vpihak-pihak vyang vmemiliki vakhlak vdan vmoral vyang 
vbaik, vmemiliki vkomitmen vuntuk vmematuhi vperaturan vperundang-
undangan vyang vberlaku, vmemiliki vkomitmen vyang vtinggi vterhadap 
vpengembangan vperbankan vsyariah vyang vsehat, vdan vtidak vmasuk 
vdalam vdaftar vtidak vlulus vsesuai vdengan vketentuan vyang vditetapkan 
voleh vbank vIndonesia. vSelain vitu vanggota vDPS vjuga vharus vmemenuhi 
vpersyaratan vreputasi vkeuangan vyang vbaik vantara lain vmerupakan 
vpihak vyang: 
a. Tidak vtermasuk vdalam vkredit/pembiayaan vmacet 
b. Tidak vpernah vdinyatakan vpailit vatau vmenjadi vDireksi vatau 
vKomisaris yang vdinyatakan vbersalah vsehingga vmengakibatkan 
vsuatu vperseroan vdinyatakan vpailit vdalam vwaktu v5 v(lima) vtahun 
vterakhir vsebelum vdicalonkan. 
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3. Tugas, wewenang vdan vtanggung vjawab vDewan vPengawas 
vSyariah 
a. Memastikan vdan vmengawasi vkesesuaian vkegiatan voperasional 
vbank vterhadap vfatwa vyang vdikeluarkan voleh vDSN vMUI 
b. Menilai vaspek vsyariah vterhadap vpedoman voperasional vdan 
vproduk vyang vdikeluarkan vbank 
c. Memberikan vopini vdari vaspek vsyariah vterhadap vpelaksanaan 
voperasional vbank vsecara vkeseluruhan vdalam vlaporan vpublikasi 
vbank 
d. Mengkaji vproduk vdan vjasa vbaru vyang vbelum vada vfatwa vuntuk 
vdimintakan vfatwa vkepada vDSNMUI 
e. Menyampaikan vhasil vpengawasan vsyariah vsekurang-kurangnya 




Selain vitu vsecara vlebih vlanjut vtugas vDewan vPengawas vSyariah 
vyang vlain vadalah vharus vmembuat vpernyataan vsecara vberkala 
v(biasanya vtiap vtahun) vbahwa vbank vyang vdiawasinya vtelah vberjalan 
vsesuai vdengan vketentuan vsyariah. vPernyataan vini vdimuat vdalam 
vlaporan vtahunan v(annual vreport) vbank vbersangkutan, vdan vmeneliti 
vserta vmembuat vrekomendasi vproduk vbaru vdari vbank vyang 
vdiawasinya. vDengan vdemikian vDewan vPengawas vSyariah vbertindak 
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vsebagai vpenyaring vpertama vsebelum vsuatu vproduk vditeliti vkembali 




E. TINJAUAN vPUSTAKA 
Berdasarkan vpeninjauan vpustaka vdari vbeberapa vpenelitian vyang 
vsudah vdilakukan vsebelumnya, vterdapat vbeberapa vpenelitian vyang 
vberkaitan vdengan v“analisis vsharia vcompliance pada vmekanisme 
vpemberian vpembiayaan vmurabahah v(studi vpada vbank vpembiayaan vrakyat 
vsyariah vTanggamus” vyangvakan vmenjadi vbahan vpandangan, vreferensi, 
vserta vperbandingan vdengan vpenelitian vyang vsaat vini vdilakukan. 
1. Penelitian vyang vdilakukan voleh vAan vZainul vAnwar vdan vMohammad 
vYunies vEdward vyang vberjudul v: v“Analisis vSharia vCompliance 
vPembiayaan vMurabahah vpada vGabungan vKoperasi vBMT vMitra 
vsekabupaten vJepara” vyang vmenggunakan vmetode vpenelitian 
vkualitatif, vdengan vmenitikberatkan vpada vtiga vunsur vyaitu vtingkat 
vpendidikan, vpemahaman vproduk vbagi vpegawai, vserta vsistem 
vmanajemen vyang vmenunjang. vHasil vpenelitian vmenyatakan vbahwa 
vpeningkatan vkualitas vpendidikan vpegawai vdan vanggota vyang 
vberkaitan vdengan vmanajemen vpengelolaan vperbankan vsyariah, vserta 
vpengasahan vtentang vimplementasi vakad-akad vproduk vperbankan 
vsyariah vsangat vpenting vdalam vpenerapan vsharia vcompliance, vagar 
vtujuan vutama vsistem vekonomi vIslam vdilaksanakan vdengan vbaik vdan 
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vbenar vsampai vakarnya vsesuai vkonsep vIslam. vSelain vitu vkeberadaan 
vsistem vmanajemen vberbasis vIT vyang vsesuai vdengan vprinsip vdan vtata 
vkelola vsyariah, vbaik vdari vsisi vakuntansi vmaupun vpengelolaan vsangat 




2. Ani vYunita vpada vpenelitiannya vdi vtahun v2015 vyang vberjudul v“Kajian 
vAkad vPembiayaan vMurabahah vTerhadap vPenerapan vPrinsip 
vSyariahvpada vBank vSyariah vdi vIndonesia”. vPenelitian vini vbertujuan 
vuntuk vmengetahui vapakah vakad vpembiayaan vmurabahah vpada vbank 
vsyariah vtelah vmemenuhi vprinsip vsyariah vsebagaimana vditentukan 
vdalam vkaidah vhukum vIslam. vPenelitian vini vmerupakan vpenelitian 
vdoctrinal vatau vnormatif. vTipe vpenelitian vyang vdigunakan vadalah vtipe 
vpenelitian vyuridis vnormatif vsehingga vpendekatan vyang vdigunakan 
vdalam vpenelitian vini vadalah vpendekatan vperundang-undangan vdan 
vpendekatan vkonseptual vdengan vsumber vdata vsekunder vberupa vbahan 
vhukum vprimer, vsekunder vdan vtersier. vHasil vtemuan penelitian vini 
vadalah vakad vpembiayaan vmurabahah vpada vBank vSyariah vMandiri 
vCabang vYogyakarta vbelum vsesuai vdengan vprinsip vsyariah 
vsebagaimana vyang vditemukan vdalam vkaidah vhukum vIslam 
vdikarenakan vterdapat vsyarat vdalam vakad vpembiayaan vmurabahah 
vyang vbelum vmemenuhi vketentuan vprinsip vsyariah vsehingga 
vditemukannya vunsur vgharar, vriba, vdan vzalim. vHal vini vbertentangan 
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vdengan vprinsip vsyariah vsebagaimana vyang vtelah vditentukan vdalam 
vAl-Qur’an, vHadits, vdan vFatwa vDewan vSyariah vNasional 
vNo.04/DSN-MUI/1V/2000 vtentang vMurabahah vserta vUU vNo v21 
vTahun v2008 vtentang vPerbankan vSyariah.
52
 
3. Penelitian vyang vdilakukan vMardian vpada vtahun v2015, vyang vberjudul 
v“Tingkat vKepatuhan vSyariah vdi vLembaga vKeuangan vSyariah”. 
vJurnalvini vmenyatakan vbahwa vupaya vpemenuhan vterhadap vkepatuhan 
vsyariah vtelah vdilakukan voleh vDSN vsebagai vpihak vyang vmemberikan 
vjaminan. vNamun vberbagai vketerbatasan vterutama vsumber vdaya 
vmanusia vdi vbank vSyariah vmenyebabkan vpenegakan vkepatuhan 
vsyariah vbelum vberjalan vmaksimal. vDi vsamping vitu vbanyaknya 
vmasyarakat vrasional vyang vbelum vsiap vmenggunakan vprinsip vsyariah 




4. Penelitian vyang vdilakukan voleh vAgus vTriyanta vtentang 
v“Implementasi vKepatuhan vSyariah vdalam vPerbankan vIslam 
v(Syariah) vstudi vperbandingan vantara vMalaysia vdan vIndonesia”. 
vDalam vpenelitannya vtersebut vdijelaskan vbahwa vkeberadaan vDewan 
vPengawas vSyariah v(DPS) vsangatlah vdibutuhkan vpada vLembaga 
vKeuangan vSyariah vsebagai vjaminan vatas voperasional vlembaga-
lembaga vkeuangan vsyariah vagar vbenar-benar vsesuai vdengan vsyariah, 
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vsebagaimana vyang vtelah vdiaplikasikan vdi vIndonesia vmaupun 
vMalaysia vwalaupun vada vbeberapa vperbedaan vantara vpenerapan vdi 
vIndonesia vdengan vdi vMalaysia.
54
 
5. Penelitian vyang vdilakukan voleh vLukman vHaryoso vpada vpenelitiannya 
vdi vtahun v2017 vyang vberjudul v“Penerapan vPrinsip vPembiayaan 
vSyariah v(Murabahah) vpada vBMT vBina vUsaha vdi vKabupaten 
vSemarang”.vPenelitian vini vbertujuan vuntuk vmengidentifiaksi 
vpenerapan vsyariah vyang vdilakukan voleh vBMT. vIdentifikasi 
vpenerapan vsyariah vdilihat vdari vkehalalan vobyek vpembiayaan, 
vkesepakatan vjumlah vpembiayaan, vpembelian vbarang vpembiayaan, 
vpemberitahuan vharga vperolehan vbarang, vkesepakatan vpenentuan 
vmargin, vstatus vuang vmuka vketika vterjadi vpembatalan vpembelian 
vbarang, vdan vjaminan vdalam vpembiayaan. vPenelitian vini 
vmenggunakan vmetode vexploratory vresearch, vdengan vmelakukan 
vwawancara. vHasil vpenelitian vini vmenunjukkan vbahwa vBMT vdalam 
vpraktiknya vsudah vmenerapkan vprinsip vsyariah. vTapi vBMT 
vmengalami vkesulitan vdalam vmenerapkan vpembiayaan vyang vlain, 
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F. Kerangka vPikir 













Berdasarkan vkerangka vpikir vdiatas, vpenulis vakan vmenjelaskan arah 
vpemikiran penelitian yang dilakukan di BPR syariah Tanggamus yang 
memiliki produk bernama murabahah. Pada penelitian ini penulis akan 
meneliti seberapa jauh BPR syariah menerapkan kepatuhan syariah (sharia 
compliance) dan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah 
yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. Dengan adanya kepatuhan syariah 
(sharia compliance) dan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas 
Syariah, diharapkan dapat membantu karyawan dalam pelaksanaan 
mekanisme pemberian pembiayaan murabahah yang sesuai dengan aturan 
yang ditetapkan oleh regulasi yang berwenang. Dari kepatuhan syariah dan 
Al-Qur’an dan Al-Hadits 
Pengawasan Sharia Compliance 
Murabahah 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus 
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pengawasan yang dilakukan yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadits lalu 
dikaitkan dengan mekanisme pemberian pembiayaan murabahah yang 
diterapkan oleh BPR syariah Tanggamus sehingga dapat diketahui sejauh 
mana BPR syariah Tanggamus dalam mematuhi sharia compliance dan 
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